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panrb Kasus Jual Beli Jabatan ASN (2017 — 2022)

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Bupati Pemalana Diduaa Terima Suab

Rp € Rektor Unila Tersangka Suap Penerimaan
Jual Beli Jabatan, Mantan Kakanv

. . i Cirebon Di 7 Tahun Penj
Kemenag Sumut Dihukum 2 Taht dan MahaS|swa Baru, Ini 5 Faktanya e a*}l‘“"‘“‘?‘?ara |
Penjara m— ——

Kompas Widhia Arum Wibawana - detikNews _
\' ad hoices>
Kamis, 8 Juli 2021 18:04 Minggu, 21 Agu 2022 12:08 WIB
Reporte m

© 2 komentar BAGIKAN 0 o (@)
=
1

apkan Walikota Tanjung Balai
Tersangka Kasus Suap Jual Beli
; Jabatan

| Bupati Nganjuk Novi Patc
Kades Rp15 Juta dan Cam 0

Senin, 10 Mel 2021 18:59

OTT KFPK di Probolinggo

Jual Beli Jz
Ungkap T
Itu, Besar

Reporter : Muhammad Genanl

saciken f ¥ W O

Merdeka.com - Bupati Ng, !

>
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanon Akuntabel Kompeten
is Loyol Adoptif Ki

menpan.go.id




359 CPNS Didiskualifikasi karena

5 Fakta Kecurangan T€ Terbukti Curang, Ini Modusnya igan CPNS

Buol, Pasang Remote . «ompss.com 26 aprii 2022, 1550 wie aserta Tak Mau

Jawab Soal 8 Detik Tempat Duduk

Mohammad Adrianto S, Okezone - Selasa 26 Oktober 2027 2( 0 O 0 Komemare Jawab Soal
e Cepat

©® Lihat Foto |
m ws

AT

- Selasa 26 Oktober 2021 10:25 WIB

menpan.go.id




TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA

BIROKRASI BERKELAS DUNIA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG KOMPETITIF

AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN EFEKTIF
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Pada saat yang sama, kita juga masih memiliki PR untuk menyelesaikan masalah

tenaga honorer yang sudah cukup lama juga belum tuntas penyelesaiannya.
Prosesnya sendiri sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2005. Merujuk pada
Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007, Pejabat Pembina
Kepegawaian sudah dilarang mengangkat tenaga honorer.
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KRITERIA & JUMLAH TH YANG DIANGKAT PNS

, pcmrb

PEr [

PP 48 TAHUN 200570,

PP 56 TAHUN 2012
PP 43 TAHUN 2007, EESOAHUN 2012
****** THK1 dibiayai dari APBN/APBD dengan kriteria: -~ THK2 dibiayai bukan dari APBN/APBD dengan kriteria
U Diangkat PyB di Instansi Pemerintah; yang sama dengan TH (yang dikenal sebagai THK1).

Q0 Pada 31 Des 2005, telah bekerja paling sedikit
1 tahun secara terus menerus;

Q Pada 1 Jan 2006, telah berusia paling rendah
19 tahun dan paling tinggi 46 tahun.

fffff Pasal 6A ayat (2) menjelaskan bahwa Seleksi dilakukan
1 kali (atas kesepakatan 3 Komisi DPR: Komisi Il, VIII, X
periode pada waktu itu)

,,,,,, Pasal 8 menjelaskan bahwa PPK dilarang Proses pendataan kembali dilakukan karena protes TH

mengangkat TH atau sejenisnya. yang ‘tercecer’ (usulan diajukan oleh PPK) terdapat

673.737 TH (11 kali dari sisa THK1 yang tidak diangkat),

ffffff Proses pendataan awal terdapat 920.702 TH, yang mengikuti ujian sebanyak 648.462 TH yang disebut

kemudian diangkat sebanyak 860.220 THK1. THK2, kemudian lulus sebanyak 209.872 THK2.
mmmmm“ Ui =mmnmm"" UL FD T pivtitiene
vitiritAiRTaReR  ARiTitEEARET mmnm AT
920.702 TH 860.220 THKT 60.482 THK1 648.462 THK2 209.872 THK2 438.590 THK2
Pendataan Awal Diangkat PNS Tanpa Seleksi Tidak Memenuhi Mengikuti Ujian Lulus Seleksi Thn 2013 Tidak Lulus Seleksi
(326.974 = 38% Guru) Kriteria (108.109 = 52% Guru)
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pan.g 10




UU ASN no 5 tahun 2014, disebutkan bahwa Aparatus Sipil
Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
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Kebijakan penyelesaian tenaga honorer di instansi pemerintah ini

dilakukan berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
PPPK, dimana Instansi Pemerintah diberikan waktu selama 5 tahun
sampai dengan tahun 2023 untuk menyelesaikannya.
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Jumlah THK-II Lulus dan Diangkat
dalam Seleksi CPNS 2012

STATISTIK THK - [l TAHUN 2012 —2021

Jumlah THK-II Lulus dan Diangkat

dalam Seleksi CPNS 2018

Jumlah THK-II Lulus dan Diangkat

dalam Seleksi PPPK 2019

Jumlah THK-Il submit seleksi CPNS
dan PPPK 2021

Jabatan Jumlah
Pendidik 45.456
Kesehatan 1
Penyuluh 1
Administrasi 6.034

TOTAL 51.492 THK-II
(proses seleksi CASN
masih berlangsung)

1) Jabatan Jumlah
S DARI 648.462 HASIL Jabatan Jumlah -~ e
S  UPDATE DATABASE, Guru 6.638 |
=| TERDAPAT 209.872 Kesehatan 174 Kesehatan 1.747
« THK-II LULUS SELEKSI Penyuluh Pertanian 63
T TOTAL 6.812 THK-II
= TOTAL 35.361 THK-II
_ Jabatan Jumlah Jabatan Jumlah Jabatan Jumlah
« Guru 157.210 Pendidik 156.908 Pendidik 123.502
|:E Dosen 86 Kesehatan 6.546 Kesehatan 4.782
ff, Kesehatan 6.091 Penyuluh 2.392 Penyuluh 2.333
@ Penyuluh 5.803 Administrasi 278.841 Administrasi 279.393
Administrasi 269.400

TOTAL 438.590 THK-II

Bg!AKHLAK

oyol Adaptit

Sumber: Data BKN, 2021

— (Berkas Tidak Lengkap)

TOTAL 444.687 THK-II

Terdapat tambahan 2.071
THK-II hasil seleksi CPNS
2012 dengan status BTL

TOTAL 410.010 THK-II

Seleksi PPPK 2019 juga merekrut dosen d
tenaga pendidik di PTNB sejumlah 2.854 d
Penyuluh Pertanian THL sejumlah 11.590
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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 185 /M.SM.02.03/2022 3\ Mei 2022

Lampiran S e

Hal . Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

YTH. BAPAK/IBU PARA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA INSTANSI PUSAT DAN

INSTANSI DAERAH

DI

TEMPAT

i
Reminder kepada PPK terkait Penataan ASN sesuai PP 49/2018 Rapat Pembahasan Penyelesaian Tenaga Non ASN

di Lingkungan Pemda pada tanggal 24 Juni 2022
Mengundang Sekda provinsi, Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
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anb Surat Pemberitahuan Pendataan Non ASN
p hingga tanggal 30 September 2022
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MENTERI
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REPUBLIK INDONESIA
Nomor . B/ISH /M.SM.01.00/2022 22~ Juli 2022
Lampiran . 2 (dua) berkas
Hal . Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan

Instansi Pemerintah

Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat:
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah:
di

Tempat

>
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ALUR PENYELESAIAN TENAGA HONORER

Persoalannya kompeks, solusi tidak bisa tunggal
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Output Yang Diharapkan

1) Adanya Kesamaan Persepsi Terhadap Penyelesaian Tenaga Non
ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2) Mendorong Masing-Masing Instansi Pemerintah Untuk
Mempercepat Proses maping, Validasi Data dan Menyiapkan
RoadMap Penyelesaian Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

3) Membangun Komunikasi Positif Atas Penyelesaian Tenaga Non
ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
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